RELASI PENGUASA – PENGUSAHA

· Sejak dimulainya era Negara-negara kerajaan di nusantara, relasi penguasa dan pengusaha telah berkembang dan berperan penting untuk menunjang berfungsinya pemerintahan.

· Diantara keduanya terjalin hubungan timbal – balik yang saling menguntungkan.

· Penguasa memiliki sumber daya (resources) berupa kekuasaan dan kewenangan yang diperlukan pengusaha untuk kelancaran usahanya. Sebaliknya, penguasa memerlukan dukungan modal (khususnya financial) untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan sekaligus untuk mempertahankan legitimasi kekuasaannya di mata rakyat.

· Relasi penguasa – pengusaha ini semakin menguat dengan diterapkannya model Negara pembangunan (developmental state).

· Model Negara pembangunan menitikberatkan pada pencapaian proses pembangunan untuk mengubah masyarakat tradisional menjadi modern melalui industrialisasi. Pembangunan difokuskan pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan pendapatan dan investasi. Karena itu, pemerintah berperan penting untuk mendorong pembangunan ekonomi dan industrialisasi melalui berbagai kebijakan pemerintah, antara lain: kebijakan untuk menetukan industri strategis, kebijakan ekspor, pengembangan teknologi, dan kebijakan proteksi, dll.
· Pada pratiknya, pembangunan ekonomi di Indonesia pada dasawarsa 1970 – 1980-an dilakukan melalui akumulasi kapital. Pada Negara-negara industri maju, peran pemerintah dalam melayani kepentingan pemilik modal umumnya hanya melalui kebijakan fiskal dan moneter. Sebaliknya, proses akumulasi kapital di Indonesia pada tingkat tertentu dipengaruhi oleh akses hubungan politik dengan pemegang kekuasaan, yaitu melalui patrimonialisme (Richard Robinson ( primitive capital development).
· Pemberian konsensi, lisensi, dan monopoli oleh pemerintah seiring dengan kebijakan ekonomi untuk melindungi kepentingan industri yang baru berkembang telah mendorong tumbuhnya kalangan ‘pengusaha’ baik di kalangan pemerintah maupun swasta.

· Pada gilirannya, kebijakan pemerintah tersebut menumbuhkan rent seeking activities (kegiatan memburu rente) yang kemudian memunculakn fenomena korupsi, kolusi, dan nepoteisme antara penguasa dengan pengusaha.

· Pemerintah membiayai tumbuhnya pengusaha – pengusaha baru itu karena memiliki kemampuan financial dari hasil penjualan migas.

